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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan atau
peralihan antara daratan dan lautan, yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi
secara fisik, sosial maupun ekonomi. Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil
memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat
karena keragaman potensi dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan sumberdaya
alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya
non hayati'. Wilayah pesisir Indonesia merupakan wilayah pesisir yang paling
panjang kedua setelah Kanada? dan dengan keragaman sumber daya alam yang ada
maka diperlukan suatu pengaturan yang menyeluruh agar terjadi keteraturan dalam
pemanfaatannya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, perkembangan
global serta memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai yang

berlandaskan norma hukum nasional.?

Pada tahun 2007 telah diterbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat
dengan UU PWP-2K 2007). UU PWP-2K 2007 ini disusun salah satunya adalah
untuk menyiapkan adanya peraturan setingkat undang-undang mengenai
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang menyangkut
perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penangangan konflik,
konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, dan rehabilitasi kerusakan pesisir.*
Pada tahun 2014 kemudian dilakukan beberapa perubahan atas UU PWP-K 2007
dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

! Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl Tahun 2015, Hal 11

2 Panjang pesisir pantai Indonesia adalah 99.093 Km. Lihat www.antaranews.com., Garis
Pantai Indonesia Terpanjang Kedua Di Dunia, diakses tanggal 10 November 2019.

3 Konsideran UU PWP-2K 2007.

* Lihat Penjelasan UU PWP-2K 2007.



http://www.antaranews.com/

Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (selanjutnya disingkat dengan UU PWP-K 2014) karena UU PWP-2K 2007
dianggap belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara
memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga
diperlukan penyempurnaan.® Penyempurnaan ini perlu dilakukan mengingat
pemanfaatan wilayah pesisir sudah semakin beragam oleh berbagai pihak, baik
Pemerintah sendiri, pihak swasta dan anggota masyarakat lainnya termasuk
nelayan. Keragaman pemanfaatan di wilayah pesisir telah tercantum dalam Pasal
19 UU PWP-2K 2014.

Dalam UU PWP-2K 2014 dinyatakan bahwa sumber daya perairan pesisir
dan perairan pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seperti: produksi
garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi,
wisata bahari, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.® Secara umum,
kegiatan pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus
memperhatikan ketentuan dalam UU PWP-2K 2014. Salah syarat yang harus
diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah ketentuan Pasal 9 UU PWP-
K 2014, yaitu:

“Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.”

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki
wilayah pesisir. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No.

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:
Pasal 27:

“(1) Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber
daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

5 Lihat Konseideran UU PWP-2K 2014
6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
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a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di
luar minyak dan gas bumi;

b. pengaturan administratif;

C. pengaturan tata ruang

d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan

e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara”

Pasal 28:

“(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan
mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di
bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat”

Berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka dapat dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta
merupakan Daerah yang memiliki perairan laut dan bercirikan kepulauan dan
dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk

mengelola wilayah perairan lautnya termasuk wilayah perairan pesisir.

Beberapa tahun terakhir pembangunan wilayah pesisir DKI mendapatkan
sorotan dari berbagai media terkait dengan kegiatan reklamasi pesisir Jakarta Utara.
Keberadaan lahan reklamasi ini menuai pro dan kontra dengan berbagai alasan, baik
itu alasan ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dicabut izin prinsip di 13 (tiga belas)
pulau buatan di Teluk Jakarta guna menghentikan proyek reklamasi di wilayah
tersebut. Adapun pemanfaatan lahan di empat pulau yang sudah terlanjur dibangun
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang tengah disusun
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun ketiga belas pula yang pengembangnya

terbukti tidak melakukan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Adapun Pulau C, D,



G, N izinnya tidak dicabut karena sudah terlanjur dibangun. Gubernur Anies
mengatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk
kepentingan publik. Namun tidak diperinci bentuk pemanfaatannya. Nasib keempat
pulau itu akan ditentukan oleh Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil. Sebelumnya, pada bulan Juni 2019, Pemprov DKI telah
menyegel ratusan bangunan yang sudah didirikan pengembang di Pulau D karena

tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).”

Berdasarkan pemberitaan di beberapa media elektronik dinyatakan bahwa
Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan di Pulau ini.
Reklamasi di Teluk Jakarta kembali menjadi perbincangan usai Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk
sejumlah bangunan di Pulau C dan D sekarang bernama Pulau Kita dan Pulau Maju.
Pemberian IMB itu menuai kritik dari berbagai pihak. Ada beberapa pihak yang
menilai penerbitan IMB sebagai pemanfaatan lahan hasil reklamasi menyalahi
aturan dan penerbitan IMB seharusnya menunggu selesainya dua rancangan
peraturan daerah (raperda) reklamasi, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai
Utara Jakarta (RTRKS). Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik, artinya alas
hukumnya menerbitkan IMB itu tidak ada. Hal sama juga disampaikan Wakil Ketua
DPRD DKI Jakarta yang mengatakan bahwa idealnya pemberian IMB di pulau
reklamasi menunggu diselesaikan dan kemudian diterbitkannya rencana peraturan
daerah yang mengatur zonasi. Pemberian IMB menjadi masalah apabila bangunan-
bangunan yang terlanjur di bangun tak sesuai dengan pengaturan zonasi yang ada
dalam RZWP3K dan RTRKSE.

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah produk hukum yang berisi
persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat
(Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki atau diurus pemilik bangunan yang

ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, ataupun

" https://www.bbc.com. Reklamasi 13 Pulau di Teluk Jakarta dibatalkan Gubernur
Anies Baswedan, diakses tanggal 13 November 2019.

8 https://tirto.id penerbitan imb pulau reklamasi tak sejalan janji kampanye Anies,
diakses tanggal 13 November 2019
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merenovasi suatu bangunan®. Kehadiran IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pada
sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak
bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan'®. Dasar hukum yang
mendasari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah provinsi DKI Jakarta
adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung dan Peraturan Gubernur No. 129 tahun 2012 tentang tata Cara Pemberian
Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan. IMB akan diberikan apabila pemohon
telah melengkapi semua persyaratan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur
No. 129 tahun 2012 tentang tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan
Bangunan, khususnya yang berkaitan dengan peruntukan dengan Rencana Tata
Ruang, sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya, ketinggian bangunan tidak
melebihi aturan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang kecuali
telah dilakukan pengkajian teknik terlebih dahulu atau izin khusus.'! Adapun
pemberian IMB untuk bangunan yang ada di lahan reklamasi tidak mendasarkan
kepada ketentuan yang ada, dalam hal ini adalah dokumen peraturan perundang-
undangan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Provinsi DKI Jakarta. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai landasan hukum yang
digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penerbitan IMB tersebut. Dari

permasalahan latar belakang diatas penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul

“PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS
LAHAN REKLAMASI PULAU D DI TELUK JAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan izin mendirikan bangunan di lahan reklamasi di

Provinsi DKI Jakarta?

% pengertian IMB, https://www.lamudi.co.id diakses pada 11 November 2019
0 jbid
Uhttps://m.hukumonline.com diakses pada 11 November 2019
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2. Bagaimana landasan hukum penerbitan izin mendirikan bangunan di
lahan reklamasi Pulau D di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana pandangan lIslam mengenai penerbitan izin mendirikan

bangunan di lahan reklamasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang

terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisa pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan di

lahan reklamasi di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No.
1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Untuk menganalisa landasan hukum penerbitan izin mendirikan bangunan
di lahan reklamasi di Pulau D berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau —Pulau Kecil

Untuk menganalisa pandangan Islam mengenai penerbitan izin mendirikan
bangunan di lahan reklamasi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan
peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai
pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan reklamasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan
menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam
menyelesaikan masalah terkait pengaturan izin mendirikan bangunan reklamasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan

kerangka konseptual

sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan

konstruksi data adalah:

1.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau
drainase.'?

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.*®

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.*

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000
km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.’®

Izin Mendirikan Bangunan adalah produk hukum yang berisi persetujuan
atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah
kabupaten/kota) dan wajib dimiliki atau diurus pemilik bangunan yang ingin
membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, ataupun
merenovasi suatu bangunan.t

Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan.’

E. Metode Penelitian

12 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengetahui sinkronisasi dari
beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin
mendirikan bangunan atau IMB di lahan reklamasi. Penelitian ini nantinya
tetap mengutamakan data sekunder dan apabila dibutuhkan data primer

dipergunakan untuk mendukung data sekunder.

2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka atau studi kepustakaan.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku dan artikel hukum serta

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yang

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:*®
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
1.Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 tahun 2010 tentang
Bangunan Gedung.

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 tahun 2012 tentang
tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum,
skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari

kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Ul-Press,
2014), hal. 52.



Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui

studi dokumen atau bahan pustaka.®

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip
pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data
yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan

mempunyai makna.?°

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan
ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab.
Judul dari penelitian ini yaitu tentang ‘“PENERBITAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS LAHAN REKLAMASI
PULAU D DI TELUK JAKARTA”.

Bab | merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh
tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,
diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait
dengan pengaturan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan reklamasi
Teluk Jakarta berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Bab 111 merupakan hasil dari penelitian mengenai pengaturan dalam
penerbitan izin mendirikan bangunan reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari

19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta , Sinar Grafika,
2002, Hal. 21.
Dlpid.,
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penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang

terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap
penerbitan izin mendirikan bangunan reklamasi berdasarkan serta Al-
Qur’an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan
secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok
permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta
mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus
merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam

penulisan ini.



